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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat universal yang di dalamnya
membahas seluruh permasalahan yang menyangkut kehidupan manusia
baik tentang ibadah, agidah, dan akhlak. Islam memberikan landasan
serta prinsip-prinsip yang mengatur dalam kehidupan manusia yang
harus mereka lalui pada kehidupan sosial.' Manusia diciptakan oleh
Allah SWT dalam urusan kepentingan hidup yaitu untuk saling
membutuhkan satu sama lain seperti, sewa-menyewa, jual beli atau pun
bercocok tanam, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
kebutuhan umum. Muamalah tidak hanya memiliki cakupan yang
fleksibel dan luas, tetapi juga tidak membedakan antara muslim dan
nonmuslim.?

Lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan
sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup
lain. Sumber daya alam menyediakan sesuatu yang didapatkan dari
lingkungan fisik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.’
Indonesia mempunyai berbagai kekayaan alam salah satunya yaitu

tanah. Tanah sangat penting untuk kehidupan manusia, dimana setiap

! Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,
2017), h.1.

2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001), h. 4.
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individu selalu berusaha dan menguasai baik itu tanah pribadi maupun
tanah yang berada di bantaran irigasi, untuk dipergunakan dan
dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dengan begitu dapat
menghasilkan pendapatan bagi yang memanfaatkan tanah tersebut,
tetapi dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat disisi lain
tidak semua orang dapat menggunakan lahan tersebut.

Tanah milik Negara yang digunakan seringkali masyarakat
tidak memahami resiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan lahan
berlangsung. Di Indonesia, peraturan menteri pekerjaan umum republik
Indonesia Nomor 17/PRT/M/2011 tentang pedoman penetapan garis
sempadan jaringan irigasi yaitu pasal 22 ayat 1 yang berbunyi setiap
kegiatan yang bersifat memanfaatkan ruang sempadan irigasi harus
memperoleh izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya.’ Sebagai dasar hukum
tentang pemanfaatan tanah irigasi, selain itu ada peraturan mengenai
pengelolaan tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan agraria telah
diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam pasal 33 UUD 1945, yaitu pasal
yang merupakan landasan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Hal
ini sudah jelas bahwa tanah termasuk kekayaan alam yang dimiliki oleh

Negara.

* Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor 17/PRT/M/2011.

> Suparman Usman, Hukum Agraria di Indonesia, (Serang: IAIN Suhada
Press, 2009), h.10.



Islam tidak melarang pemanfaatan tanah bantaran irigasi jika
sesuai dengan prosedur dan ketentuan pemanfaatannya, tetapi
bagaimana dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ada
di Indonesia. Sedangkan dalam hukum Islam ada namanya tanah yang
tidak bertuan (/hya’ al-Mawat) yaitu penggarapan lahan kosong yang
belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan
produktif, baik sebagai lahan pertanian ataupun mendirikan bangunan.
Seseorang bisa memiliki sebidang tanah apabila tanah itu kosong,
belum diolah, serta belum dimiliki seseorang.® Oleh karena itu, jika ada
masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah milik Negara setidaknya
harus mendapatkan izin kepada pemerintah atau pihak instansi yang
mengelola tanah milik Negara.

Desa Margasana yang terletak di Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang. Beberapa masyarakat setempat adalah seorang
petani. Kekayaan alam yang melimpah salah satunya tanah yang cukup
luas berada di Desa Margasana. Tanah yang tidak dimanfaatkan yaitu
di bantaran irigasi.

Tanah bantaran irigasi yang berada di Desa Margasana telah
lama dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Tanah bantaran irigasi
yang dimiliki oleh DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang) yang seharusnya tanah tersebut diperuntukkan untuk akses
jalan orang maupun petani yang ingin menuju sawah mereka, namun
masih terdapat beberapa warga yang menggunakan tanah tersebut
untuk ditanami. Tanah tersebut tidak hanya dipergunakan untuk
ditanami, tetapi ada yang membangun bangunan sebagai tempat

tinggal. Tanah yang mempunyai panjang sekitar 500 meter dan lebar 6

® lwan Permana, Hadits Ahkam Ekonomi, (Jakarta: AMZAH, 2020), h.71.



meter di bantaran irigasi sudah digunakan dan dimanfaatkan warga
setempat sejak 2 tahun ke belakang untuk ditanami, beberapa warga
memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam pohon jagung, singkong,
kacang panjang dan sebagainya. Masyarakat yang memanfaatkan tanah
tersebut adalah masyarakat asli Desa Margasana yang sudah cukup
lama tinggal di Desa hampir 30 tahun.

Masyarakat Desa Margasana Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang beralasan jika lahan bantaran irigasi tidak
digunakan, maka masyarakat yang memanfaatkan lahan bantaran
irigasi tersebut dengan cara merawatnya. Masyarakat tidak memiliki
surat izin secara resmi kepada pihak pemerintah setempat dan tidak ada
batas waktu dalam memanfaatkan tanah tersebut dengan cara
menanaminya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti
lebih dalam tentang bagaimana praktik pemanfaatan tanah milik
Negara yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Margasana dengan
cara menanaminya. Apakah pemanfaatan tanah tersebut bertentangan
atau tidak dengan hukum Islam maupun Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA). Sehingga penulis akan membahas skripsi ini yang
judul yaitu “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara
Untuk Ditanami (Studi Kasus Desa Margasana Kecamatan

Kramatwatu Kabupaten Serang)”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, masalah utama
yang peneliti angkat adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Negara untuk
ditanami di Desa Margasana?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) tentang pemanfaatan tanah milik Negara di Desa

Margasana?

C. Fokus Penelitian

Supaya karya ilmiah ini tetap fokus dan tidak meluas, peneliti
memfokuskan dengan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Dan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Terhadap Pemanfaatan
Tanah Milik Negara Untuk Ditanami (Studi Kasus Desa

Margasana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang)”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah,
maka tujuan utama dari karya ilmiah ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan tanah milik Negara
untuk ditanami di Desa Margasana.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) tentang pemanfaatan tanah milik Negara di

Desa Margasana.



E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan karya tulis ini akan
bermanfaat dari sudut pandang bidang teoritis dan praktis. Manfaat
karya tulis ini sesuai dengan fokus penelitian adalah:

1. Secara teoritis
Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
terutama untuk masyarakat dan pemerintah Desa tentang
pemanfaatan tanah milik Negara yang dilakukan sebagian
masyarakat Desa dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang
berlaku di Indonesia serta ditinjau dengan hukum Islam dan
diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan
pembaca.
2. Secara praktis
Karya ilmiah ini diharapkan menambah keilmuan dan
pemikiran Islam dan menjadi bahan acuan serta referensi bagi
peneliti yang ingin melanjutkan proses evaluasi dan mempelajari

kasus yang sama sehingga mencapai hasil yang sempurna.
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada karya tulis ini agar menghindari kesamaan maka
diperlukan penelitian terdahulu. Berikut penelitian yang telah dilakukan
antara lain :

1. Skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Tanah Negara” Studi kasus PT.KAI Kel. Gapura Kec. Kotabumi
Kab. Lampung Utara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 oleh

Yuli Sri Lestari, mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung. Skripsi



tersebut menjelaskan mengenai praktik yang terjadi pada
masyarakat Kel. Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara yaitu
jual beli tanah milik PT.KAI dengan menawarkan tanah yang akan
dijual kepada orang lain, tanpa mengikuti prosedur hukum selama
proses jual beli dilakukan. Tinjauan hukum Islam dalam praktek ini
tidak mengikuti rukun dan syarat dalam segi objek jual beli yang
sudah ditetapkan pada hukum Islam yang mana hukumnya tidak sah
serta haram dan tidak sesuai pada hadist Nabi yang melarang
adanya jual beli yang bukan kepemilikan dari penjual secara sah.
Perbedaannya dengan karya tulis saya adalah di jual belikan tanah
itu kepada orang lain. Sedangkan persamaan keduanya membahas
mengenai tanah milik Negara.’

2. Skripsi yang berjudul : “Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah
Negara Tanpa lzin Perspektif Figh Jinayah” Studi Kasus di
Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng Kecamatan Krueng
Barona Jaya Aceh Besar. Penelitian tersebut dilakukan tahun 2019
oleh Sari Handayani, mahasiswa di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Besar. Penelitian tersebut menjelaskan ada faktor yang dilakukan
masyarakat pada aspek pidana dalam pemanfaatan tanah Negara
tanpa izin di Gampong Lamreung Meunasah Baktrieng yaitu: faktor
ekonomi termasuk lapangan kerja, pengawasannya kurang, dan
beranggapan terhadap hak pakai. Perspektif Figh Jinayah termasuk
Jarimah Takzir artinya kekuasaan ada pada penguasa atau

pemerintah dan meskipun tidak ada bentuk hukuman yang

" Yuli Sri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah

Negara”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2019).



ditentukan oleh syara’ namun menjadi kekuasaan penguasa atau
pemerintah karena menggunakan tanah Negara tanpa izin.
Perbedaannya dengan skripsi saya teliti adalah membahas
bagaimana aspek pidana menggunakan tanah tanpa izin dalam
perspektif Figh Jinayah. Sedangkan persamaan keduanya ialah
membahas mengenai pemanfaatan tanah Negara.®

3. Skripsi yang berjudul : “Analisis Hukum Islam Terhadap
Pemanfaatan Tanah Hak Milik Untuk Disewakan Di pasar
Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo.” Skripsi tersebut dilakukan
pada tahun 2020 oleh Iftirosy Ridhaning, mahasiswa di UIN Sunan
Ampel. Skripsi tersebut menjelaskan pemanfaatan tanah milik
Negara yang dilakukan pada beberapa orang yang ia sewakan di
Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo untuk mendirikan
bangunan stan yaitu fasid (rusak) dalam Islam tidak dibolehkan
seseorang mengambil manfaat dan satu barang tanpa mendapatkan
izin dari pemilik, tetapi kalau sesuai dengan bentuk muamalah
maka dibolehkan. Transaksi sewa-menyewa tidak terpenuhi dalam
rukun dan syarat ijarah. Perbedaannya dengan karya tulis yang
teliti adalah penelitian itu pemanfaatan tanah hak milik untuk
disewakan. Sedangkan persamaan keduanya ialah menggunakan

tanah yang bukan miliknya.®

® Sari Handayani, “Aspek Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa
Izin Perspektif Figh Jinayah Studi Kasus di Gampong Lamreung Meunasah
Baktrieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar”, (Skripsi Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

’ Iftirosy Ridhaning, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah
Hak Milik Untuk Disewakan Di Pasar Krempyeng Bluru Permai Sidoarjo”, (Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).



Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan
skripsi penulis memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, peneliti
berkeinginan melakukan penelitian dengan judul tinjauan hukum
Islam dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) terhadap

pemanfaatan tanah milik Negara untuk ditanami.
G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan keseluruhan norma yang tercakup di
dalamnya norma hukum itu sendiri serta norma-norma susila, sosial
dan agama yang diajarkan oleh agama Islam.™

Tanah yang merupakan arti sempit dari kata agraria,
mempunyai arti tersendiri yang berarti permukaan bumi. Pengertian
tanah secara umum yang biasa digunakan dalam pengertian sehari-hari.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan tanah sebagai
berikut:"*

1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali

2) Keadaan bumi di suatu tempat

3) Permukaan bumi yang diberi batas

4) Daratan

5) Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa
yang diperintah suatu negara, atau menjadi daerah negara,

Bahan-bahan bumi atau sebagai bahan sesuatu

Menghidupkan tanah yang mati (ihya’ al-mawat) adalah satu
hukum Islam yang juga dijumpai dalam syariat. Al-iiya’ artinya hidup

atau menghidupkan. Sedangkan al-mawat artinya tanah yang tidak

10 syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: UAD
PRESS, 2019), h. 3.
1 Suparman Usman, Hukum Agraria, ..., h.16.
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dikelola sehingga belum produktif bagi manusia.'? Pengertian Zhya’ al-
mawat sendiri adalah membuka tanah yang tidak bertuan dan belum
pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang
bermanfaat bagi manusia, seperti perumahan, pertanian, perkebunan
dan sebagainya. Menurut Al-Raghib al-Ashfahami definisi "tanah"
adalah sesuatu rendah atau dibawah yang bisa menambah sesuatu yang
lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.*®

Hukum agraria adalah norma atau peraturan yang berhubungan
dengan masalah agraria."* Undang — Undang yang mengatur tentang
pertanahan adalah UU No. 5 Tahun 1960 yang membahas tentang
peraturan dasar pokok-pokok agraria dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945
yaitu merupakan landasan UUPA yang bunyinya bumi, air, ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah
diatur pada pasal 4 ayat 1 UUPA yang berbunyi atas dasar hak
menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukiman atau
permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

orang lain serta badan-badan hukum.™

12 Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam Dalam Islam, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2005) , h. 58.

13 Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 361.

4 Suparman Usman, Hukum Agraria, ..., h, 9.

15 Suparman Usman, Hukum Agraria, ..., h, 93
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H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Karya ilmiah ini memakai jenis penelitian kualitatif yang
artinya penelitian ini tidak dilakukan dalam bentuk perhitungan.®®
Proses penelitian menggunakan data deskriptif berbentuk kata-kata
yang tertulis atau lisan dari seseorang yang dapat diamati.'” Data
kualitatif ~ dikumpulkan dalam bentuk catatan, observasi,
wawancara, atau bahan tertulis dan data tersebut tidak berbentuk
angka.'® Karya ilmiah ini termasuk penelitian lapangan (field
research) yaitu untuk mengetahui pemanfaatan tanah Negara yang
dilakukan sebagian masyarakat Desa Margasana, data diperoleh
dengan penelitian di lapangan vyaitu dari masyarakat yang
memanfaatkan tanah tersebut.
2. Pendekatan penelitian
Penelitian penulis termasuk pendekatan deskriptif yaitu
peneliti berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara
nyata, realistik, aktual.'® Deskriptif yang dimaksud adalah
menggambarkan pemanfaatan tanah Negara untuk ditanami di Desa
Margasana Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

18 Eko Sugiarto, Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka
Media, 2015), h. 8.

Y7 Muh. Fitrah dan Luthiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif,
Tindakan Kelas & Studi Kasus, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

'8 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 178.

9 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Budi
Utama, 2018), h. 1.
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3. Sumber data
a. Data primer
yaitu data yang diperoleh langsung kepada narasumber
di lokasi penelitian yang didapat dari hasil mewawancarainya.
Dalam hal ini, peneliti mengambil data primer lewat wawancara
terhadap informan yaitu masyarakat dan kepala desa.”
b. Data sekunder
Merupakan data dari pihak lain yang didapat dari subjek
penelitiannya secara tidak langsung. Data sekunder umumnya
berbentuk data dokumentasi atau laporan yang sudah ada.
Peneliti memperoleh data dari buku, skripsi terdahulu, jurnal,
dan data teori hukum Islam pada khususnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Metode Observasi
Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan
melihat langsung ke tempat penelitian tentang topik yang
sedang diteliti.”* Dengan observasi, maka diperoleh data-data
yang empiris.
b. Metode Wawancara
Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh
seorang pewawancara untuk menerima informasi secara lisan.?
Metode yang dilakukan melalui tanya jawab kepada seorang
informan atau sumber untuk mendapatkan data yang valid. Data

yang valid akan menciptakan hasil yang objektif. Wawancara

20 sandu Sitoyo dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:
Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

21 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian, ..., h. 45.

22 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian, ..., h. 45.
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dilakukan untuk mencari dan melengkapi data serta
memperoleh sumber data yang sesuai dan akurat. Dalam
penelitian ini  penulis mewawancarai masyarakat yang
menanami tanah tersebut.
Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data yang
dihasilkan melalui cara menyelidiki data, dokumen, atau catatan

tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.?®

5. Teknik Analisis Data

Karya ilmiah ini dideskripsikan secara analisis dan

deskriptif, dengan memberikan gambaran permasalahan yang

melatarbelakangi penelitian dan menganalisis data yang didapat

menggunakan kerangka teori yang digunakan.

24 Analisis akan

ditarik kesimpulan dari yang umum (hukum Islam) ke yang khusus

(data penelitian). Hal ini akan menunjukkan apa akibat hukum dari

pemanfaatan tanah milik Negara untuk ditanami ditinjau dari
hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Sistematika Pembahasan

Penulis karya ilmiah ini mengusulkan sistem penulisan yang

terdiri dari bab-bab yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman

dan gambaran mengenai penulisan karya ilmiah yang terdiri dari :

2% Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian, ..., h. 45.
24 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa

Barat: CV Jejak, 2018), h. 15.
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BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
fokus masalah, tujuan masalah manfaat penelitian, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.
BAB Il : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Margasana
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.
BAB Ill : KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang pengertian tanah menurut hukum Islam
dan pengertian tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMANFAATAN TANAH
MILIK NEGARA UNTUK DITANAMI

Bab ini berisi tentang pelaksanaan pemanfaatan tanah milik
Negara untuk ditanami di Desa Margasana dan pemanfaatan tanah
milik Negara di Desa Margasana dalam Perspektif hukum Islam dan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

tersebut.



